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10 Prioritas Nasional 
"Making Indonesia 4.0"



ISU STRATEGIS



MASYARAKAT EKONOMI ASEAN



Tantangan Disrupsi Pasar Kerja:
Teknologi dan Otomatisasi





BONUS DEMOGRAFI

Rasio Ketergantungan 

per 100 Penduduk adalah 51%

 

Usia Produktif mencapai 70

%

Usia Muda (15 – 35 tahun)

mencapai 30 % 

 2025 – 2035

Kesehatan
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Tentang
BNSP



SEJARAH SINGKAT BNSP



AMANAT SDM KOMPETENSI



SERTIFIKAT KOMPETENSI

Merupakan produk hukum yang 
 menjadi legitimasi (pengakuan) 
 terhadap capaian kemampuan 
 seseorang dalam melakukan 
 pekerjaan tertentu yang 
 ditetapkan oleh otoritas yang 
 berwenang, berbasis pada  standar
kompetensi yang telah  disepakati
dan ditetapkan.





LANJUTAN BNSP

Pasal 4 : 
BNSP memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. 



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1O TAHUN 2018

TENTANG
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI



TUGAS DAN KEANGGOTAAN BNSP





TUGAS FUNGSI BNSP
PP NOMOR 10 TAHUN 2018



SISTEM SERTIFIKASI PROFESI



PENGAKUAN ATAS KOMPETENSI KERJA

Merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mendapat pengakuan atas :
Kepemilikan – Pencapaian – Kemampuannya, dari otoritas yang dinilai berwenang memberi
pengakuan.



Merupakan produk hukum yang menjadi legitimasi (pengakuan) terhadap capaian
kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh
otoritas yang berwenang, berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan
ditetapkan.



 DEFINISI KOMPETEN



�APA YANG DIMAKSUD DENGAN KOMPETEN  
�

MENGHASILKAN KINERJA SESUAI TARAF KETERAMPILAN YANG  DISEPAKATI/
DISYARATKAN (TASK SKILL)
 MENGORGANISASIKAN TUGAS-TUGAS SECARA SPESIFIK (TASK MANAGEMENT
SKILL)
BEREAKSI SECARA TEPAT JIKA TIMBUL MASALAH (MAMPU MENGATASI
MASALAH) (CONTINGENCY MANAGEMENT SKILL) 
BERPERAN SECARA BENAR DI DALAM LINGKUNGAN KERJANYA (JOB ROLL /
ENVIRONMENTAL SKILL)
MENERAPKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILANNYA PADA SITUASI YANG
BARU (TRANSFFER SKILL)

KOMPETEN MENCAKUP KEMAMPUAN :



Ilustrasi Dimensi Kompetensi :
PENGEMUDI







KOLABORASI INDUSTRI, LEMBAGA PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN
SERTIFIKASI DALAM PENGEMBANGAN SDM  BERBASIS KOMPETENSI



KETERPADUAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI





Sistem Pelatihan Kerja Nasional





�MEMAHAMI DAN INTERNALISASI TENTANG
�ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI   �
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 ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI  
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 STANDAR KOMPETENSI 
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 SKEMA SERTIFIKASI
 
4

 SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL
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 HARMONISASI SISTEM SERTIFIKASI PROFESI  INTERNASIONAL 





A. KOMPETENSI 
Kemampuan kerja individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai
dengan standar yang ditetapkan 
Pengetahuan dan keterampilan dapat diidentifikasi
bersamaan atau dipisah
Pengetahuan mengidentifkasi apa yang dibutuhkan
seseorang untuk diketahui dalam melakukan kinerja dalam
pekerjaan nya dengan cara yang benar dan efektif
Keterampilan mendeskripsikan pengetahu an pada situasi
dimana penegetahuan dirubah menjadi hasil yang
dibutuhkan ditempat kerja
Sikap kerja dideskripsikan sebagai alasan dibalik kebutuhan
pengetahuan tertentu atau mengapa keterampilan dilakukan
dengan cara tertentu



B. EMPLOYABILITY SKILL
(KEMAMPUAN DASAR)



B. EMPLOYABILITY SKILL
(KEMAMPUAN DASAR)



B. EMPLOYABILITY SKILL
(KEMAMPUAN DASAR)



B. EMPLOYABILITY SKILL
(KEMAMPUAN DASAR)



C. Pelatihan Berbasis Kompetensi
(CBT) 



CIRI-CIRI PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI  



ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI
(CBA)  



FILOSOFI ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI (CBA)
(Narris. R., Guthrie, N. Hobart, B. & Lundberg, D, 1995)





HARMONISASI SISTEM PROFESI
INTERNASIONAL  �











ILUSTRASI SANDINGAN KKNI VS AQRF

















INFRASTRUKTUR SISTEM SERTIFIKASI
�KOMPETENSI KERJA NASIONAL



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
( LSP )
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STANDAR KOMPETENSI KERJA 
(SKKNI, SKK KHUSUS YANG TEREGISTRASI, SKK

INTERNASIONAL YANG TEREGISTRASI)
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APA ITU STANDAR KOMPETENSI



STANDAR KOMPETENSI dari PERSPEKTIF BAHASA



Apa yang dimaksud Standar
Kompetensi Kerja

Adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Standar Kompetensi

Dibuat oleh INDUSTRI
Merupakan pedoman dasar PELATIHAN, untuk menentukan KUALIFIKASI maupun
PENILAIAN
Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan
dan penilaian pelatihan
Terdiri dari UNIT-UNIT KOMPETENSI 



PRINSIP PRINSIP PENGEMBANGAN SKKNI



SISTEM  STANDARDISASI  KOMPETENSI KERJA  NASIONAL  



Penerapan Standar Kompetensi di
Indonesia Mengacu pada :

 

1. SKKNI
2. STANDAR INTERNASIONAL
3. STANDAR KHUSUS



UNIT KOMPETENSI (RMCS)

Satuan terkecil dalam standar kompetensi kerja yang menguraikan
elemen tugas dari tugas yang harus dikuasai seseorang untuk

dapat melaksanakan unit tersebut dengan hasil yang memuaskan.



STRUKTUR UNIT KOMPETENSI
(RMCS)



KOMPONEN STANDAR KOMPETENSI  



SKEMA SERTIFIKASI
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SKEMA SERTIFIKASI & STANDAR
KOMPETENSI



SKEMA SERTIFIKASI �DARI
PERSPEKTIF BAHASA



SKEMA SERTIFIKASI

Kemasan (Paket) 
kompetensi dan�persyaratan spesifik yang berkaitan
dengan�kategori Kualifikasi�leveling atau Jabatan
(Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang. 



SKEMA SERTIFIKASI

Skema Sertifikasi adalah: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan
dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan
aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. 
Standar Kompetensi dalam pengembangan Skema sertifikasi harus
diverifikasi: SKKNI, Standar khusus, Standar Internasional.
Dikembangkan oleh Komite Skema.
Skema KKNI dan Okupasi Nasional: oleh Komite Skema Otoritas Kompeten.
Skema Sertifikasi Klaster, unit dan profisiensi: oleh Komite Skema LSP.



ACUAN

PERMENNAKER NO.3 TAHUN 2016, 
Tentang Tata Cara Penetapan SKKNI � Pasal 13 

Tersedianya skema sertifikasi di setiap LSP
Skema sertifikasi mencakup persyaratan proses sertifikasi

PBNSP 201 � Klausal 8

PBNSP 210 � Tentang Skema Sertifikasi 



Jenis-jenis Skema Sertifkasi



SKEMA SERTIFIKASI



KKNI�Perpres 08/2012



KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI NASIONAL



SKEMA  SERTIFIKASI PAKET (CLUSTER)

Dikembangkan sesuai kebutuhan Industri.

Dibuat oleh Komite Skema LSP yang mewakili para
pemangku kepentingan (stakeholders).



TEMPAT UJI KOMPETENSI
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TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) 

Tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk
digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP.
Tempat Kerja yang Baik: menerapkan Good Practices (GMP= Good
Manufacturing Practices; GCP= Good Catering Practices; GFP = Good
Farming Practices; GHP = Good Handling Practices; GMP = Good Mining
Practices; dll).
TUK kesesuaiannya diverifikasi oleh LSP.

   



TIPE TEMPAT UJI KOMPETENSI

TUK Tempat Kerja
TUK Mandiri
TUK Sewaktu

PBNSP 214 ( Pedoman Verifikasi TUK) 
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ASESOR KOMPETENSI



Kompetensi Asesor Kompetensi :



   ASESOR KOMPETENSI

Asesor Kompetensi: Seseorang yang mempunyai kompetensi  dan
mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan
penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau
pembenaran secara profesional.

Asesor Kompetensi memiliki posisi dan peran yang strategis karena akan
sangat menentukan kualitas uji kompetensi yang dilakukan



PROSES SERTIFIKASI ( PBNSP 201)



ASESMEN  BERBASIS KOMPETENSI 

Fokus pada hasil
Penilaian bersifat individual
Tidak ada nilai presentase
Tidak ada perbandingan dengan hasil individu lain
Semua standar (persyaratan) harus dipenuhi 
Proses berkelanjutan (mengarahkan pada pengembangan
dan penilaian lebih lanjut
Penilaian hanya dibuat “kompeten” dan “belum kompeten”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.



�PRINSIP - PRINSIP  ASESMEN�  �
Valid, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi pada dasarnya melakukan
penilaian berdasarkan bukti-bukti yang terkini dan asli.
Reliabel, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi harus bersifat
konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan
pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda.
Fleksibel,  bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi dilakukan dengan
metoda yang disesuaikan dengan kondisi peserta dan  tempat uji
kompetensi .
Adil, bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi dalam penilaiannya  tidak  
 boleh membedakan / diskriminasi terhadap peserta, memberikan perlakuan   
yang sama sesuai dengan prosedur dan tidak melihat peserta datang dari
kelompok /golongan  mana peserta berasal . 

1.

2.

3.

4.



Di dalam pelaksanaan sertifikasi, maka 
 harus menjaga ketidakberpihakan,

kerahasiaan dan keamanan.



ASSESSMENT MODERATION



PEMELIHARAAN & PENINGKATAN
KOMPETENSI 

Training & Refreshment Training
Briefing berkala
Coaching/Pendampingan  
Forum Diskusi Berkala; Partisipasi
Workshop/Seminar/RAKOR
Program lainnya yang ditujukan untuk pemeliharaan &
peningkatan kompetensi.

Pemeliharaan Kompetensi Asesor, dapat dilakukan melalui :



EVALUASI KINERJA ASESOR 

 Kualitas hasil kerja 
 Komitmen terhadap value LSP 
 Pemenuhan Kode Etik LSP  
 Proses kerja (kesesuaian/kepatuhan terhadap SOP)
 Kemampuan soft skill (leadership, team work,
komunikasi)

Evaluasi Kinerja Asesor berbasis :



EVALUASI KINERJA ASESOR
KOMPETENSI

Hasil Penyaksian Asesmen LSP  
 Umpan Balik Pengambil Keputusan
 Umpan Balik Pelanggan
 Umpan Balik Tim Kerja/ Ketua Tim Asesmen
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MATERI UJI KOMPETENSI



MATERI UJI KOMPETENSI ? 
 



PERANGKAT
ASESMEN /MUK

Perangkat Asesmen  berisikan prosedur, informasi dan instruksi bagi
asesor/asesi terkait dengan penggunaan instrumen dan kondisi
asesmen 
Perangkat Asesmen kompetensi  yang digunakan dalam  pelaksanaan
asesmen kompetensi harus disusun dengan mengacu pada Standar
Kompetensi Kerja.
Perangkat asesmen dikembangkan oleh masing-masing LSP sesuai
pedoman



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BNSP memantau kemampuan LSP memenuhi persyaratan lisensi secara
berkelanjutan melalui surveilan periodik maupun surveilan lainnya. Survailan
periodik dilaksanakan minimal satu tahun sekali, dan diupayakan surveilan
dilaksanakan pada saat LSP melaksanakan uji kompetensi. BNSP dapat
melakukan asesmen khusus sebagai akibat adanya keluhan atau perubahan. 

BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan
pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP. Sanksi BNSP
kepada LSP berupa pembekuan lisensi, pencabutan lisensi atau pengurangan
ruang lingkup lisensi. 











Terima Kasih


